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Sistem pemidanaan terhadap anak harus berorientasi pada perlindungan dan
kesejahteraan anak, oleh karena itu ketentuan tentang sanksi pidana dalam Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana perlu dipahami oleh penegak hukum. Permasalahan
yang diajukan dalam dalam skripsi ini meliputi: 1) Bagaimanakah pengaturan sanksi
pidana dan tindakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan
Anak (UUPA) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) , dan 2)
Apa sajakah perbedaan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan
Anak (UUPA) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari
hasil penelitian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis dengan metode analisis
kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil
penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan
memudahkan pembahasan.  Berdasarkan hasil analisis data tersebut  kemudian ditarik
suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan
data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu
kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diajukan kesimpulan sebagai berikut: 1)
Pengaturan sanksi  pidana  dalam UUPA dan UUSPPA tetap menggunakan sistem yang
diatur dalam  KUHP, yaitu double  track  system, yaitu sistem penjatuhan pidana yang
didasarkan pada 2 (dua) jenis sanksi, yang terdiri dari  pidana  dan tindakan.  Namun,
berkaitan dengan jenis sanksi pidana yang diatur dalam UUPA dan UUSPPA sangat jauh
berbeda, UUSPPA jauh lebih banyak menyediakan alternatif sanksi pidana bagi Anak,
sehingga ditinjau dari segi perlindungan dan kesejahteraan Anak jauh lebih baik, serta 2)
Perbedaan pengaturan sanksi pidana yang dalam UUPA dan UUSPPA adalah sebagai
berikut: a) Perbedaan

berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana  dalam UUPA dan UUSPPA sebagai berikut:
(1) Perbedaan yang utama antara sanksi pidana yang diatur dalam UUPA dan UUSPPA,
bahwa sistem pemidanaan yang digunakan dalam UUPA masih menerapkan dasar
pemikiran pembalasan, sedangkan UUSPPA menerapkan dasar pemikiran perlindungan
dan kesejahteraan Anak; dan (2) Perbedaan jenis sanksi pidana yang dirumuskan dalam
UUSPPA dan UUPA yang disesuaikan dengan keadaan Anak adalah dihapuskannya
pidana denda terhadap Anak (sanksi denda dalam UUPA masih merupakan pidana
pokok); dan (3) Perbedaan lainnya adalah pada jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada
Anak, dalam UUSPPA mempunyai keragaman, sedangkan sanksi pidana bagi Anak
dalam UUPA sangat terbatas, karena masih mengikuti apa yang diatur dalam Pasal 10
KUHP serta 2) Diperkenalkannya Sanksi bagi Penegak Hukum yang Tidak
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Melaksanakan Hal yang Diwajibkan oleh UUSPPA, berupa pemberian sanksi
administrasi dan sanksi pidana bagi penegak hukum yang melanggar kewajiban, misalnya
kewajiban melaksanakan diversi dan sebagainya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran sebagai masukan bagi penegak hukum
yang terkait dengan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana: 1) Penegak
hukum diharapkan memahami ketentuan yang diatur dalam UUSPPA, sehingga dapat
menerapkan sanksi pidana yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak,
dan 2) Penegak hukum disarankan untuk menerapkan sanksi pidana yang bukan bersifat
perampasan kemerdekaaan, karena sanksi pidana yang diatur dalam UUSPPA sudah
menyediakan sanksi pidana yang ramah anak.
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